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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

1. Tanggung jawab maskapai penerbangan jika terjadi kerugian yang di 

timbulkan akibat keterlambatan penebangan. Sebagai pihak pengangkut 

mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang di derita karena 

keterlambatan  penumpang pada angkutan udara kecuali pengangkut 

dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau pembatalan penerbangan 

tersebut disebabkan faktor cuaca dan teknis operasional. Bentuk 

kompensasi atas keterlambatan atau pembatalan penerbangan tersebut 

dapat berupa pengembalian uang baik sebagian maupun sepenuhnya, 

pengalihan penerbangan dengan biaya yang di jamin sampai dengan 

memberikan konsumsi, akomodasi dan biaya transportasi apabila tidak 

ada penerbangan ke tujuan yang di perjanjikan. 

2. Upaya hukum yang di lakukan jika konsumen di rugikan akibat 

keterlambatan penerbangan adalah mengajukan gugatan ganti atau klaim 

kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa 

dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar 

pengadilan. Kedua model penyelesaian sengketa tersebut diakui di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Konsumen bebas untuk memilih model penyelesaian sengketanya. 
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4.2 Saran 

1. Perusahaan pengangkutan udara seharusnya meningkatkan kinerja 

pelayanan yang baik terhadap konsumen. agar mengurangi kerugian yang 

akan di terima oleh perusahaan pengangkutan udara. dan memberikan 

kepuasan secara penuh terhadap konsumen jasa pengangkutan udara dan 

meminimalisir adanya gesekan atau sengketa antara kedua belah pihak 

yang diakibatkan oleh keterlambatan penerbangan. 

2. Konsumen hendaknya mengerti dan paham atas peraturan pengangkutan 

udara. dan cara mengajukan gugatan ganti rugi atas keterlambatan 

penerbangan terhadap perusahaan pengangkutan udara. dan pemahaman 

cara menuntut hak konsumen. proses pemberian ganti rugi harus sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 
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